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ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu solusi untuk
mengatasi masalah kependudukan karena dapat mengendalikan
pertumbuhan penduduk secara alamiah melalui pengaturan kehamilan.
Tenaga kesehatan yang memiliki peranan dalam pelayanan kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana adalah bidan dan kewenangannya
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bidan yang
menjalankan program pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk
memberikan pelayanan kontrasepsi tetapi pada kontrasepsi bawah kulit
hanya dilakukan oleh bidan yang sudah mendapatkan pelatihan. Dalam
kurikulum pendidikan Diploma il Kebidanan, pelayanan KB menjadi salah
satu mata kuliah inti, yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten
dalam memberikan pelayanan kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi
bawah kulit.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi
deskriptif analitis yakni memberikan gambaran mengenai hubungan
kewenangan bidan dan kurikulum pendidikan D-lll Kebidanan dalam
bidang pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit dan asas manfaat.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan
perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kontrasepsi
bawah kulit, maka bidan diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah,
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kompetensi standar
profesi bidan untuk melaksanakan praktik kebidanan sesuai dengan
bidang keahlian yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan hukum mengenai
pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, maka bidan diberikan hak dan
kewajiban oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan keluarga
berencana, memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat
kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom.
Kontrasepsi bawah kulit dilakukan oleh bidan yang telah dilatih. Nilai
kemanfaatan berhubungan langsung dengan kepentingan dari setiap
subyek hukum karena kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap
kepentingan dari sefiap subjek hukum dalam kedudukannya sebagai
pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum. Namun, ketentuan tentang
kewenangan bidan dalam bidang pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit
(AKBK/implan) belum dapat memenuhi asas manfaat terhadap bidan.

Kata kunci: Kewenangan, Bidan, Kurikulum Pendidikan D-lli
Kebidanan, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, Asas Manfaat.
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ABSTRACT

The Family Planning program is a solution to solve the problems of
population because it can control the population growth naturally through
the arrangement of pregnancy. Health workers who have a role to play in
reproductive health services and family planning is a midwife and their
respective authorities should have been regulated in the legislation. A
midwife who run the govemment has the authority more to serve the
contraceptive but in a contraceptive under the skin is only done by a
midwife who have received training. In the curriculum education diplomas
Il of midwifery, family planning become one of the core college course
which aims, to produce a graduate of a competent in providing services
contraceptive device including an contraceptive device under the skin.

A method of this research is juridical normative, to the specifications
descriptive analytical namely give a description of ties authority midwives
and education curmiculum diplomas Il midwifery in the field of
contraception service under the skin and the principle of benefits.

The result showed that under the terms of legal protection for
midwife in service contraceptive under the skin, then midwife given legal
protection by the govermmment in accordance with their authority based on
competence standards of a profession midwife to implement practices
obstetrics according to fields of expertise owned. Under the terms of law
conceming contraception service under the skin, then midwife given rights
and obligations by the govemment to discharge service family planning,
given the tool oral contraceptive, the injection and intra uterine device,
contraceptive under the skin and condom. Contraceptive under the skin
done by midwife has trained. Value expedience deal directly with the sake
of each subject law because rule of law stressed protection against
interests in each subject law in benefice as the parties in an event law.
However, the provision regarding the authority of a midwife in the field of
contraception service under the skin ( AKBK / implant ) has not been able
to meet the principle of benefits against a midwife.

Keywords: Authorities, Midwife, Cumiculum Education D-lll Midwifery,
Contraceptives Under The Skin, Principle of Benefits.
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